BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MAIN HAKIM
SENDIRI (EIGENRICHTING) BAGI PELAKU PIDANA PENCURIAN DI
KELURAHAN BENDAN NGISOR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KOTA SEMARANG

A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)

terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Main hakim sendiri €igenrichting terhadap pelaku pencurian yang
dilakukan oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecam&ajahmungkur —
sebagaimana telah dipaparkan pada Bab Il — dipahgaleh empat faktor,
yakni faktor pengalaman, faktor terapi kejut, fakémnosi, dan faktor ikut-
ikutan! Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan miesh hakim
dapat dianalisis dalam dua lingkup analisa yakigkup hukum dan lingkup
psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut migirketerkaitan. Pertama,
pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakindirsesecara tidak
langsung mengindikasikan adanya upaya pengesammpifg&kum yang
berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedikai psikologi sosial,
main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang colisecara apa adanya
melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul metgllouah proses.
Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal ryemgliki

kesamaan namun berbeda. Kesamaan dari keduanyahadama-sama

berfungsi sebagai pedoman perilaku agar tercipfaidipan yang aman

! Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bab Bhit C.
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tentram dan damai. Sedangkan perbedaan antarariyedwerkait dengan
bentuk dan ruang lingkupnya. Hukum merupakan wyp@dturan yang lebih
luas dibandingkan dengan perundang-undangan. Huldak selalu dalam
bentuk tertulis melainkan dapat pula berbentuk ktidertulis. Sebaliknya
perundang-undangan adalah peraturan yang berbtartuks dan merupakan
bagian dari hukurf.

Setiap masyarakat, baik dalam wilayah adminispadiesaan maupun
perkotaan serta primitive maupun modern memilikn daemberlakukan
hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beeatuk dan
pelaksanaannya. Pada masyarakat primitive lebitendik bentuk-bentuk
hukum adat sedangkan pada masyarakat modern magrintaan lebih
cenderung menerapkan hukum tertulis. Hal ini mafigasikan bahwa bentuk
hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentakyarakat.

Walau berbeda bentuk, hukum yang berlaku di makganaemiliki
fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakaterttban dan
ketentraman masyarakatUntuk itu berbagai cara dilakukan agar tercapai
tujuan tersebut, mulai dari pembentukan perangkat ttmbaga hukum
hingga lembaga-lembaga hukum. Namun demikian, tsi&manya hukum

dapat berjalan dan dijalankan dengan semestinyantoBo dari tidak

2 Bentuk perundang-undangan seperti UU Lalu lintaspan perundang-undangan lainnya.
Sedangkan jenis hukum tidak tertulis seperti hukdiap. Lihat dalam Suryono Sukan®asiologi
Hukum dalam Masyarakalakarta: Rajawali, 1987, him. 29.

® Mengenai penjelasan lebih luas tentang hubungaraahukum dengan jenis masyarakat
dapat dilihat dalam Alvin S. JohnsdBpsiologi Hukumterj. Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka
Cipta, 2004, him. 194-212. Hubungan hukum dan nraggé dapat terwujud dengan adanya
pemahaman hukum dan sosial. Lihat dalam T.O. IhBianglala Hukum Bandung: Tarsito,
1986, him. 26-31.

* Mengenai penjelasan tentang ketertiban dan ketmain dalam masyarakat sebagai tujuan
dari hukum dapat dilihat dalam Suryono Sukaoto,cit, him. 25-28.
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terlaksananya hukum di antaranya adalah adanya hakim sendiri yang
dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bendan Ngisoecafatan
Gajahmungkur Kota Semarang.

Dari segi keberadaan hukum, main hakim sendiri ydiladkukan oleh
masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor secara tidajsiarg mengindikasikan
adanya pengesampingan hukum. Disebut demikian &apada konteks
perundang-undangan telah ada ketentuan yang memgeatigenai sanksi bagi
pelaku pencurian, yakni dalam Kitab Undang-Undangufin Pidana (KUHP)
Bab XXl yang membahas tentang pencurian yang didélam enam pasal,
yakni dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Dalam paessd} tersebut dijelaskan
tentang berbagai bentuk pencurian dengan Klasifikaeksi pidana yang
disesuaikan dengan jenis dengan ancaman pidanarpenpksimal seumur
hidup atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.

Idealnya keberadaan ketentuan perundang-undangamlijadikan
pijakan masyarakat dalam bersikap terhadap pelakacysian yang
tertangkap, dalam kondisi bagaimanapun. Namun tigakikian dengan yang
dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bendan Ngisoecafatan
Gajahmungkur Kota Semarang, keberadaan perundatajigan di atas
seakan tidak menjadi pijakan dalam bersikap kemesdiaku pencurian yang
telah tertangkap. Bahkan main hakim sendiri tidakyla dilakukan sekali saja

melainkan berkali-kali.

5 KUHP dan KUHAP Jakarta: Gama Press, 2010, him. 112-114.
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Fenomena pengesampingan hukum yang terwujud dalaim makim
sendiri bisa dianggap wajar manakala masyarakaj yeglakukannya belum
memiliki pengetahuan terhadap hukum maupun masgargng memiliki
hukum adat tersendiri tentang penghakiman terhgmamuri. Sebaliknya,
fenomena tersebut akan dianggap tidak wajar mamakdhkukan oleh
masyarakat yang telah mengetahui hukum maupun mastayang tidak
memiliki hukum adat penghakiman terhadap pencuasydrakat Kelurahan
Bendan Ngisor merupakan masyarakat yang telah nkénpéngetahuan
hukum. Sosialisasi perkembangan hukum dan perungiagigngan yang baru
senantiasa dilakukan melalui pertemuan-pertemuakdt RT hingga tingkat
kelurahan.

Apabila melihat faktor-faktor penyebab terjadinyaimhakim sendiri
di Kelurahan Bendan Ngisor yang salah satunya jo@rnusebagai aksi terapi
kejut, secara tidak langsung mengindikasikan adamyaksud untuk
“menciptakan” hukum tersendiri yang akan membulatittpihak-pihak yang
akan melakukan pencurian di wilayah Kelurahan Benbgisor. Hal ini
sekaligus mengindikasikan ada anggapan bahwa hukamg telah
diberlakukan dalam perundang-undangan, yakni KUHWEBlum mampu
menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masydtakaahan Bendan
Ngisor dari aksi pencurian.

Jaminan keamanan dan ketentraman yang dimaksu# tidaya
sebatas pada aspek pemberian sanksi kepada pelakeurian yang

tertangkap sesuai dengan ketentuan perundang-usmuaegnata namun juga
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efek jera dan takut bagi pihak yang akan melakug@ncurian. Sehingga
dengan adanya realisasi keamanan dan ketentrameam dépat menjadi
jaminan tercapainya harapan-harapan masyarakaadegshkeamanan hak-
haknya. Namun apabila realisasi hukum sebagai mmikeamanan dan
ketentraman terhadap masyarakat kurang atau batidan sesuai dengan
harapan masyarakat, maka yang akan terjadi addihddanya kepercayaan
terhadap efek keberadaan hukum di masyarakat. tkkihasebagaimana telah
disebutkan di atas adalah masyarakat akan berugato& “menciptakan”

ancaman tersendiri bagi pihak yang berniat melakgengguan keamanan di
lingkungan masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor KetamGajahmungkur
Kota Semarang.

Menurut penulis, selain faktor tidak adanya harrsasii antara
realisasi tujuan hukum dengan harapan masyaralean, hakim sendiri yang
dilakukan oleh masyarakat juga mengindikasikan rbelmaksimalnya
pemberlakuan hukum secara menyeluruh. Harmonisalsinh sebenarnya
bukan permasalahan baru. Sejak abad 19, tepatrgfa Rbscoe Pound,
harmonisasi hukum merupakan idaman dari para atdurn. Harmonisasi
tersebut adalah terwujudnya hukum dalam perundadgngan dan dalam
pelaksanaan di masyaraKat.

Hukum atau peraturan pada dasarnya berlaku danlakbkan untuk
siapapun. Dalam suatu hukum sudah ada ketentuantkah yang mengatur

batas-batas tindak pidana serta sanksi-sanksimga f@nomena main hakim

® Sebagaimana dijelaskan dalam Sudjono Dirdjosisw@&asiologi Hukum Jakarta:
Rajawali, 1983, him. 8-9.
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sendiri yang terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor &eatan Gajahmungkur
idealnya secara hukum tidak boleh dilakukan. Hiatlikarenakan pada ranah
hukum yang ada di Indonesia, khususnya KUHP, talddn ketentuan yang
mengatur perlakuan yang harus diterima oleh pela@emcurian yang

tertangkap. Ketentuan yang tertuang dalam KUHPKtiada satupun pasal
yang membolehkan adanya hukuman secara langsurigpbtku tindak

pidana, termasuk kepada pelaku pencurian. Dengamki@d®, apa yang

dilakukan oleh masyarakat kurang sesuai atau babhkaentangan dengan
ketentuan dalam KUHP. Oleh karena itu dapat dislkgmu bahwa main

hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kélara Bendan Ngisor
dapat disebut sebagai suatu tindakan melawan (ketenhukum.

Memang pelaku pencurian yang tertangkap tangah jelas statusnya
sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalamahlrahukum pelaku
pencurian tetap memiliki hak, termasuk dalam prgssmbuktian. Artinya,
pelaku pencurian tetap harus diperlakukan dalanteksnketentuan hukum
yang berdasar pada asas praduga tidak bersalatiddéndapat dikenakan
hukuman apapun sebelum adanya suatu putusan haliaittdengan tindak
pidana yang telah dilakukannya.

Implikasi dari adanya tindakan melawan hukum adatatanya
pemberian sanksi kepada pihak yang telah melakyleahuatan melawan
hukum. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakag yarlibat dalam main
hakim sendiri harus dikenakan sanksi akibat pedsuatereka. Dalam KUHP,

penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga 358dekgsifikasi perbuatan,
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akibat, aspek perencanaan dan keikutsertaan dafadakt penganiayaan.
Keberadaan pasal-pasal tersebut, idealnya dapgtadnetasar perlu adanya
proses pemeriksaan masyarakat yang terlibat dalam hakim sendiri oleh
pihak berwajib. Namun demikian, hal itu urung ddakakan oleh pihak
berwajib kepada masyarakat yang terlibat dalam rakim sendiri. Bahkan
meskipun telah jelas diberitakan dalam media masstang main hakim
sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka yawakat yang terlibat)
tidak pernah diproses secara hukum. Maka sangair yeg kemudian main
hakim sendiri tersebut diulang kembali oleh madyaraada waktu yang lain.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalangkup
keberadaan hukum, terdapat dua hal yang dapat in&lpi@n timbulnya main
hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kelunal2endan Ngisor
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Kedua hadalah:pertama
adanya asumsi masyarakat tentang tidak maksimaipgga hukum sebagai
media penjamin keamanan dan ketentraman masyayakat diindikasikan
dengan meningkatnya frekuensi pencuriedua tidak adanya tindakan
hukum terhadap masyarakat yang terlibat dalam imakim sendiri. Dua hal
tersebut seakan menjadi satu kesatuan yang ddpay seendukung adanya
main hakim sendiri oleh masyarakat.

Pada konteks psikologi sosial, main hakim sendidak dapat
dilepaskan dari agresivitas dan psikologi massalukehal tersebut memiliki
hubungan yang saling berkaitan satu dengan yangyai Agresivitas atau

sifat agresif secara bahasa berasal dari kataiagmeg memiliki makna
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sesuatu perbuatan yang dapat melukai orang’ lAigresi dapat dibedakan
menjadi dua, yakni agresi positif dan agresi négagresi positif merupakan
tindakan agresi yang dapat dibenarkan sebagai takdlba pembelaan
seseorang terhadap ancaman atau serangan. Sedagg&annegatif adalah
serangan atau perbuatan dilakukan secara sendagala@ orang lain dengan
tujuan untuk melukai orang yang diserdng.

Agresi tidak muncul dengan tanpa sebab. Ada duayaaty dapat
menyebabkan timbulnya agresi, yakni adanya ganggdan frustasi.
Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menanbpdrasaan tidak
tenang, terancam atau bahkan terganggunya sesekidiag) sesuatu tindakan
atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pdiak Sedangkan frustasi
adalah perasaan kecewa akibat kegagalan-kegagalag gialami oleh
seseorang. Keberadaan salah satu dari atau bakkiaa kal itu (gangguan
dan frustasi) akan dapat memicu agresivitas sesgdra

Terkait dengan main hakim sendiri yang dilakukaehomasyarakat
Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur K8tmarang,
kemunculan agresivitas massa terhadap pelaku panderpicu oleh adanya
gangguan dan frustasi. Frekuensi kejadian pencwy@any menimpa warga

menjadi aspek pengganggu keamanan dan ketentraamandyharapkan oleh

" Mengenai agresifitas, penjelasan detailnya daifihatidalamSosial Psychologyterj. M.

Adryanto, Jakarta: Erlangga, 1985, him. 3-11.

8 |bid., him. 3. Lihat juga dalam Soelaiman Joesdlefy Jiwa Massa Surabaya: Usaha

Offset Printing, 1981, him. 51-57. Dalam istilalinlasikap yang dapat membentuk tingkah laku
manusia secara umum, di mana salah satunya adalidédikp agresif, dapat terbentuk karena dua
faktor, yakni faktor internal dan faktor eksterrigdktor internal berhubungan dengan kemampuan
yang dimiliki oleh manusia untuk menerima dan méalggengaruh-pengaruh yang datang dari
luar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yagrgsal dari luar diri manusia. Lihat dalam
Abu Ahmadi,Psikologi SosiglJakarta: Rineka Cipta, 1991, him. 171.

? “Sosial Psychology”op. cit, him. 5-8.
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masyarakat. Dengan kata lain, aksi pencurian taahimbulkan keresahan di
kalangan warga Kelurahan Bendan Ngisor. Sedang&aekafrustasi muncul
dari sering lolosnya pelaku pencurian serta tiddénga kejeraan dari pelaku
pencurian setelah adanya sanksi hukuman yangrdéayia.

Agresivitas akan semakin besar manakala dilakukah kelompok
orang (massa). Ini dikarenakan agresivitas akt#ngrorang dalam suatu
kelompok massa akan mampu menjadi pendorong mueuhgresivitas
orang-orang yang sebelumnya pasif dalam kelompoésaéersebut. Massa
pasif yang semula ragu-ragu atau khawatir akanaltikrixeyakinan untuk
berani ikut dalam main hakim senditiHal inilah yang kemudian memicu
faktor ikut-ikutan dalam main hakim sendiri yandadlukan oleh beberapa
orang pada kasus main hakim sendiri di wilayah Kdlan Bendan Ngisor
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dahain hakim
sendiri dalam konteks psikologi merupakan bentuk dgresivitas massa.
Munculnya agresivitas tersebut disebabkan oleh fdikéor, yakni faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal npakan faktor yang berasal
dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adéddor yang berasal dari luar
diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi iakakim sendiri di
Kelurahan Bendan Ngisor yang berasal dari masyam&hputi faktor emosi,
faktor pengalaman sebagai korban pencurian, fagtapi kejut untuk pelaku

pencurian dan orang yang ingin melakukan pencuriaktor ikut-ikutan.

10 Untuk lebih jelasnya mengenai kharakteristik madspat dilihat dalam Bimo Walgito,
Psikologi Sosial (Suatu Pengantafyogyakarta: Andi Offset, 2002, him. 102-103; tijaga
dalam Soelaiman Joesoefy. cit, him. 28-57.
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Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor lilagahukum meliputi
adanya asumsi masyarakat tidak adanya responeaiggatpan aparat terhadap
pelaporan korban, faktor hukum yang belum dapatimmaumkan efek jera,
tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakimdige

Dalam upaya maksimalisasi keberadaan hukum dan mrealisir
agresivitas warga, kaitannya dengan upaya menguedsi pencurian dan
main hakim sendiri, sudah saatnya dilakukan perabddukum. Perlu adanya
pertimbangan perkembangan tindak tanduk sosiaihdg@anentuan hukum.
Hukum tidak lagi harus dibuat melainkan harus ditkan. Menurut Savigny,
sebagaimana dikutip oleh Sudjono Dirdjosisworo, yagagkan bahwa hukum
harus ditentukan dalam kehidupan sosial yang ldair berkembang dalam
masyarakat secara dinamis sehingga akan mampu Hiadamp masyarakat.
Aplikasinya adalah perlu adanya keterlibatan masdyatr dalam penentuan
dan penegakan hukum terkait dengan permasalahemtter Hukum yang
dimaksud bukanlah dalam lingkup perundang-undangefainkan hukum
dalam lingkup lokalitas yang lebih sempit pembeankaknya, seperti
kesepakatan hukum yang dibentuk dan disepakatamarsdan oleh pihak
berwajib dengan masyarakat. Kesepakatan hukunmbtgrdesesuaikan dengan
permasalahan hukum yang terjadi di masing-masimayai. Untuk wilayah
Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kamarang, yang

diperlukan adalah adanya pembuatan kesepakatamhigkkait dengan main

1 Sudjono Dirdjosisworaogp. cit, him. 3-4.
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hakim sendiri. Kesepakatan itu pada intinya lebiengedepankan aspek
penghargaan dan hukuman.

Aspek penghargaan dan hukuman merupakan dua hahgelalam
upaya mewujudkan kedisiplinan hukum. Aspek pengiarg mencakup
pemberian penghargaan kepada masyarakat yang redatpu menangkap
pelaku pencurian. Pemberian penghargaan ini akpatdaenjadi motivasi
tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi aipgakan keamanan,
ketentraman, serta ketaatan hukum. Di sisi lairpelashukuman yang
mencakup pemberian sanksi kepada masyarakat yalagukan main hakim
sendiri terhadap pelaku pencurian akan dapat mepedimbangan bagi
masyarakat yang akan melakukan main hakim sendiri.

. Tinjauan Hukum Pidana Isam terhadap Main Hakim Sendiri
(Eigenrchting) terhadap Pelaku Pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hadhat terlihat dari
adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur eeamighukuman bagi
orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak daamgHukum-hukum
itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditaseh umat Islam,
maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankammukang tertulis dalam
al-Qur'an maupun al-Hadits tanpa adanya penawahaa. juga hukuman
yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada k&sésn dari kedua belah

pihak yang bermasalahan serta ada juga hukumandapag ditentukan oleh
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hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang nuédak kesalahan selama
tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatamdal-Qur'an?

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki wasnsur atau
syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah enahi syarat yang
dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, makaos®sg tersebut telah
dianggap melakukan tindak pidana dan wajib men#apaperlakuan hukum
sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukaftya

Namun demikian, dalam pelaksanaan hukuman, tidata seerta
pelaku tindak pidana dapat dihukum di tempat itatggkap. Hukum pidana
Islam juga memiliki ketentuan yang menegaskan padlanya penghormatan
terhadap hak keadilan bagi pelaku tindak pidan&eitaan tersebut tidak lain
adalah adanya proses pengadilan yang diselenggadiksuatu pengadilan
atau gadli yang dilakukan dengan keputusan darasgohakim. Penjelasan
ini sekaligus mengindikasikan bahwa proses penghekiterhadap pelaku
tindak pidana tidak dapat dilakukan sewena-wenaa Arbses yang harus
dilaksanakan untuk dapat menentukan hukuman yangpsd dengan tindak
pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Demgkamya proses yang

sesuai dengan ketentuan syara’ diharapkan akarotépehukum yang benar-

12 Mengenai jenis dan penjelasan mengenai hukum aidsiam (jarimah) dapat dilihat
dalam Ahmad Wardi MusliclRengantar dan Asas Hukum Pidana Is|alakarta: Sinar Grafika,
2004, him. 17-20; Topo Santoddembumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari’&inda
Wacana dan Agenddakarta: Gema Insani, 2003, him. 23-E@siklopedi Hukum Pidana Islam
Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Editor), Bogor: Kharisiinau, t.th., him. 22-30.

13 Ada beberapa macam syarat dan aspek suatu tindalseorang dapat disebut sebagai
tindak pidana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatath Ahmad Wardi MuslichPengantar dan
Asas Hukum Pidana Islgndakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 21-27; 61-112.
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benar adil dan berkesesuaian dengan ketentuan, Iskknbagi pelaku tindak
pidana (akibat perbuatannya) maupun bagi korbalakipidana.

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan seseagdn ketentuan
syari'at, maka hal itu jelas merupakan tindakangyamelawan hukum dan
dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah). Mahakum pidana Islam,
sebuah tindakan atau perbuatan dapat disebut tpidaka (jarimah) apabila
memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sSekiadak pidana.
Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusosur umum berlaku
untuk semugarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing
masingjarimah dan berbeda antajarimah satu dengafarimah yang lain.
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur unjanmah adalah sebagai
berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harugsialden suatu tindak
pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapatyogur-unsur khusus
yang ada pada masing-masing tindak pidana. Yangkdod dengan unsur
khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peigpidana jarimah)
tertentu dan berbeda antara unsur khusus padggeinish yang satu dengan

jenisjarimah yang lainnya?

14 Makhrus Munajat,Dekonstruksi Hukum Pidana IslanYogyakarta: Logung Pustaka,
2004, him. 11.
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Terkait dengan aksi pencurian yang terjadi di Kahan Bendan
Ngisor, maka beberapa kasus pencurian ada yang digptegorikan sebagai
pencurian dengan hukuman hudud dan ada pula yasgkntmlam kategori
pencurian dengan hukuman ta’zir. Meski demikianegarisasi tersebut tidak
lantas membolehkan adanya penghakiman terhadakugadsacurian sebelum
adanya proses peradilan melalui main hakim sesdjperti yang dilakukan
oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajajgkur Kota
Semarang. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidateniderhadap main
hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang tgkiapm dapat dilakukan
dengan menganalisa main hakim sendiri dalam timjawasur-unsur yang
dapat melegalkan sebuah perbuatan sebagai tindakaiyakni dalam unsur
formal (hukum), material (perbuatan), dan moralgke) sebagai berikut:

1. Unsur formil (hukum)

Unsur formil atau ketentuan hukum dalam hukum padésiam
tidak hanya mencakup keberadaan nash atau daté’syang mengatur
tentang suatu perkara. Islam juga mengakui kebaradaikum atau
perundang-undangan yang berlaku pada suatu wil@yadpara) sebagai
bagian dari unsur formil. Jadi, ruang lingkup ungmmil dalam hukum
pidana Islam adalah hukum yang berlaku bagi umaiusia yang berupa
dalil (nash) dan undang-undang yang berlaku.

Dalam unsur formil ini akan dipaparkan tentang Rtan hukum
yang berlaku mengenai tindak pidana pencurian daim tmakim sendiri.

Hal ini diperlukan karena dalam perkara main hakendiri terdapat tiga
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perkara yang terkandung di dalamnya. Perkara parttan kedua adalah
perkara yang saling berhubungan, yakni perkaraakingdana pencurian
yang menyebabkan timbulnya main hakim sendiri al@inga Kelurahan
Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semar&edangkan
perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan ketenbwkum tentang
proses hukum terhadap suatu perkara.

Terkait dengan tindak pidana pencurian, dalam lipgkukum
pidana Islam, telah terdapat ketentuan yang mengatu Ketentuan
tersebut mencakup batasan dari tindak pidana pencdan klasifikasi
hukuman bagi pelaku pencurian. Batasan dari tinpidana pencurian
dalam hukum pidana Islam adalah suatu perbuatam rymenuhi unsur-
unsur sebagai berikdt:

a. Pengambilan dilakukan secara diam-diam

b. Barang yang diambil berupa harta

o

Harta tersebut milik orang lain

Q

Adanya niat yang melawan hukum

Konsekuensinya, apabila suatu perbuatan atau tmdafang
dilakukan mencakup unsur-unsur sebagaimana di ataga tindakan
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pigemeurian. Sedangkan
untuk mengklasifikasikan jenis hukuman, dapat disakan pada salah

satu unsur dari keempat unsur di atas. Unsur yamgksud tidak lain

15 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islamlakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 83.
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adalah unsur barang yang diambil berupa harta yaegcakup syarat-

syarat sebagai beriktt:

a. Barang yang dicuri harusal mutagawwim
Pengertian darmal mutagawwinadalah harta benda yang memiliki
kehalalan untuk diperjualbelikan. Maksudnya adaksltang yang
menjadi obyek dari tindak pidana pencurian adakatary yang dapat
diperjualbelikan secara sah menurut syari'at Islaladi, apabila
barang yang dicuri bukan barang yamgutagawwim meskipun
memenuhi syarat-syarat harta benda lainnya, tidgdatddikenakan
hukuman.

b. Harus berupa benda yang bergerak (yang dapat diplaah)
Syarat ini tidak berarti bahwa benda yang menjagiek adalah benda
yang dapat bergerak seperti mobil atau harta laintaksud dari
harta yang bergerak adalah setiap harta bendadarag dipindahkan
dari tempat asalnya, baik diangkat, dinaiki mauplengan cara
lainnya.

c. Tersimpan di tempat penyimpanannya
Barang yang menjadi obyek pencurian harus tersingiatempat
penyimpanan. Maksudnya, apabila barang yang diclak berada di
tempat penyimpanan, maka pencurian terhadap baemsgbut tidak
dapat dihukumi hudud.

d. Harus memenuhi nishab

18 pid., him. 83-85.
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Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengeishiabn
pencurian. Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani matakan bahwa
batasan nishab untuk pencurian adalah sebesarH#rdi Sedangkan
menurut Imam Syafi'i, batasan nishab adalah seledarar’’

Apabila seluruh syarat harta benda di atas terpenmlaka
perbuatan atau tindakan pencurian dapat dikategorsebagai tindak
pidana yang dapat dikenakan hukuman hudud. Nankan salah satu
syarat tidak terpenuhi maka pencurian tersebutk tidapat dikenakan
hukuman hudud dan hanya mendapatkan hukuman tgézig mana
hukumannya ditentukan oleh hakim melalui suatu ggopembuktian.
Sedangkan jika memenuhi syarat sebagai tindak pigang dikenakan
hukuman hudud, maka hukuman bagi pelaku pencuidesarkan pada
ketentuan Allah, yakni potong tangan bagi pelakmcpean. Hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam salah &atan-Nya, yakni

Q.S. al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

20848304 00Wwe 00 20Z 0 O0wa 90
RO 430,00 BIMARD DML a g0

PXIOEr L 0@ROXKE 4 HONE AL 60KRY
DBHORKERO YO OEIN + S 3-@0 B * Lo BIMQPHE
G >
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yamgncuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan lkzini A
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa unsur foat@hdhukum

Islam juga mencakup undang-undang yang berlaku padtu wilayah

7 Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani¥itab al-Ta'rifat, Surabaya: Haramain, 2001, him.
117-118. Harga 1 Dinar adalah 1,299,950 dan 1 Dirhdalah 32,844 sebagaimana dikutip dari
sicerdashati@yahoo.co.id diakses tanggal 15 Nopestidl.
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(negara), maka berikut ini akan dipaparkan ketenpgaundang-undangan
mengenai tindak pidana pencurian. Dalam hal inrupgang-undangan
yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum rigidatau juga
lebih dikenal dengan istilah KUHP.

Batasan pencurian dalam KUHP diterangkan pada Bé&gayang
berbunyi sebagai berikd:

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yalhgubaya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksukl dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian ...”

Dari Pasal 362 di atas dapat diketahui tentangshataimum
tindak pidana pencurian yakni pengambilan barardk miang lain untuk
dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dengdesundadimiliki secara
melawan hukum. Dalam KUHP juga menerangkan tentabgek,
keadaan, tempat hingga tindakan yang menyertaiakingidana
pencurian®

Selain menjelaskan tentang batasan pencurian, daldidP juga
dijelaskan tentang klasifikasi hukuman yang dapdierikan kepada
pelaku tindak pidana pencurian. Mengenai hukumalandakKUHP,
terdapat tiga hukuman yang dapat dikenakan kepeld&yptindak pidana
pencurian, yakni hukuman pidana penjara, hukumawajedan hukuman
mati. Untuk hukuman penjara, hukuman terberat atduman maksimal

adalah seumur hidup. Sedangkan hukuman denda yetbd@maksimal)

18 KUHP dan KUHAP Jakarta; Gama Press, 2010, him. 112.
19 Secara lebih jelas dapat dilihat dalkid., him. 112-114.
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yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidanacy&n adalah
sebanyak sembilan ratus rupfah.

Sedangkan terkait dengan main hakim sendiri dalasuruformal
tindak pidana menurut hukum pidana Islam dapahatildari perbuatan
yang terkandung di dalamnya. Perbuatan yang dindakslalah adanya
perbuatan penganiayaan kepada pelaku tindak pigenaurian yang
menyebabkan timbulnya luka dan meninggalnya pelakdak pidana
pencurian.

Dalam lingkup hukum Islam, telah ada ketentuannigaa untuk
saling membunuh dan saling melukai. Larangan usaling membunuh
serta hukuman bagi pelaku pembunuhan disebutkamsspgstas oleh Allah
dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut:

Q.S. al-Isra’ ayat 33
“aANC WS- BS-UDHETUD 0 0@
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Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dihgkan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (aJasan
yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim,
Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli watis i
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan.

20 Hukuman maksimal dengan bentuk hukuman mati damrhan penjara maksimal
dijelaskan dalam Pasal 365, sedangkan hukuman desattaimal dijelaskan dalam Pasal 362
KUHP. Ibid.
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Ayat di atas menegaskan bahwa Allah melarang adanya
pembunuhan yang tidak dilakukan dengan alasan Yyemgr menurut
syara’. Implikasinya, apabila seseorang melakukambunuhan dengan
alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama (pawhbn secara
dzalim), maka Allah memberikan kekuasaan kepada vedulis korban
untuk membunuh pelaku pembunuhan.

Q.S. an-Nisa’ ayat 92

00 =10 Er+ <O W & AXl@D o 4460
GrH Kk DAFE - oNO 4 OCRQERIRE on€Tv0Ded
G K DA G DR ERRE b JIK2X dm
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- OEETRO NORNO#ERODE <O430ed
BX-02200006460 QO PeRO HADY MLINF w200
IXOCOOR EJ0+8 TTNE ehaxla HRXe= g
ROOKO+#dv0 QAN EWRE S0D>2@0 JAL7EAw
&HoE HNOEO0 @ @O0 Er+08 @HO6Z+L606
FEYWOsw 0e<=@0 JE2Z0O0500¢<= O©) 0L T E
NORNO#EODE <O¢3Q O¢= A0+ TFOQYHE
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Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membjurseorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidakgaja),
dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karersdaers
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahagp ya
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika merg¢kaluarga
terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dannkgkafir)
yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengam,ka
Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa
yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk
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penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Aliaha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ketentuan Allah dalam firman di atas menjelaskamazaseorang
mu’min tidak layak membunuh seorang mu’'min dengamgaja. Namun
apabila memang terjadi pembunuhan sesama musligitidak disengaja,
maka hukuman yang diberlakukan bukanlah hukuman matainkan
hukuman denda.

Dari ketentuan ayat-ayat di atas dapat diketahimvbamembunuh
dengan kesengajaan merupakan larangan yang téédhpdtian oleh Allah.
Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembangecara
sengaja dan tanpa ada pembenaran secara syarah dd&duman mati.
Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan yangdidakgaja adalah
pemberian denda yang harus dibayarkan kepada galuahli waris)
korban.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesi&niy&UHP,
perkara pembunuhan juga telah diatur dan dijelagkdam bab XIX
tentang kejahatan terhadap nyawa yang diatur da@mpasal, dari Pasal
338 hingga Pasal 350. Pengertian umum pembunuba@ramkan dalam
Pasal 338 yang berburi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa otiangieEncam
karena pembunuhan ...”

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa pgmban pada

dasarnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hijlanghyawa

2 bid., him. 107.
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seseorang. Pengertian umum tentang pembunuhabuejega didukung

dengan penjelasan mengenai jenis perbuatan peméunkgadaan dalam
membunuh, obyek pembunuhan, serta tindakan yang yertan

pembunuhaf’

Selain menerangkan tentang kategorisasi pembunulbzi,
tersebut (bab XIX KUHP) juga menjelaskan tentangksayang dapat
diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhankss yang dapat
diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhaliputie hukuman
penjara paling lama dua puluh tahun penjara, dangieitan hak®

Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur pada X¢bKUHP
tentang Penganiayaan dalam delapan pasal yaknii miata Pasal 351
hingga Pasal 358. Pengertian penganiayaan secana tislak dijelaskan
secara rinci dalam KUHP sebagaimana tindak pidamabpnuhan. Pada
bab tersebut hanya dijelaskan mengenai kategoripasiganiayaan,
keadaan dalam menganiaya, obyek penganiayaan, Kidmat ayang
ditimbulkan dari penganiaya&h.

Sedangkan pada perkara yang ketiga, yakni prodesrhterhadap
pelaku tindak pidana, dalam hukum Islam maupun hulperundang-
undangan yang berlaku di Indonesia juga terdapenkgan yang telah

mengaturnya. Dalam hukum Islam, proses hukum teghaelaku tindak

22 Sebagaimana dijelaskan dalésid., him. 107-109.

% Hukuman penjara maksimal dalam tindak pidana peagaan dijelaskan dalam Pasal
339 dan Pasal 340 sedangkan hukuman pencabutatijélakkan dalam Pasal 33bid.

**1bid., him. 110-111.
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pidana diserahkan kepada pengadilan atau orang diaegcaya sebagai
pengadil®
Seorang pelaku tindak pidana baru dapat dikenak#wunhan
(sanksi) manakala telah ada proses pembuktian itedemgan tindak
pidana yang telah dilakukannya. Dalam proses petiaukni, Allah
memerintahkan untuk mendasarkannya pada ketentuarg yelah
diturunkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana disehuntklalam salah satu
firman-Nya, yakni Q.S. an-Nisa’ ayat 49 yang besgdun
00T IORB ¢xENLALa d- GEEFRO 40+ A2ewOL]
ITeE @Eeri 740ORK0 +/ 0 Pn€H 5 &SRO ->ALOLL
B A OXION 40 4§)AECOREE IR e+ @O VAL 60
Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang
menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah

membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka
tidak aniaya sedikitpun.

Tujuan pendasaran proses hukum pada syari’at Altk lain
adalah agar tercipta suatu keputusan yang adi, tbagi pelaku tindak
pidana maupun bagi korban atau keluarga korbarekimdana. Oleh
sebab itulah, Allah juga menegaskan keharusan msgom@engadil
memberikan keputusan yang adil sebagaimana dipakah kepada Daud
a.s. dalam Q.S. Shad ayat 26:

AEOOSCHADPIARY 4 #3NO <COOROKEOOES
ONOLMo s 08 WY AT Ba e OR* COXAORNERR
P2EHOMSE 0 NG YO OCwe s  $x2vV 4=
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OQRO G * Ao e PnORINR IR FiE# SR D
FTRONIAR JTOR ¢QASHZYASEO #xcQ LA Lo S
@O, OXI A ABHXXIOOR A2V 0@ * oS
*-2060 Z3-A00mé N[O EE

RN P E Do BON S oS

% bid., him. 221.
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Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kam
khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil d
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan natda
azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pdakarnya,
dalam lingkup hukum Islam, proses hukum terhaddgkpetindak pidana
harus dilaksanakan dan disandarkan pada ketentulmmhyang telah
ditetapkan oleh Allah.

Setali tiga uang dengan ketentuan dalam hukum |stenkait
dengan proses hukum bagi pelaku tindak pidana jigéur dalam
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. [i&en itu
berhubungan dengan proses peradilan dan pihakdrbegkan wewenang
untuk mengadili suatu perkara tindak pidana. Séldetentuan tersebut
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pid@aHAP).

Pada ketentuan yang tertulis dalam KUHAP disebutkahwa
pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan @sopembuktian
suatu tindak pidana adalah lembaga peradilan. Priessebut mencakup
proses praperadilan hingga proses pemeriksaan gedagadilan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa giggkara yang
meliputi tindak pidana pencurian, main hakim sendém proses hukum

terhadap pelaku tindak pidana telah ada ketentwdurh, baik dalam
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lingkup hukum pidana Islam maupun undang-undangy ylaerlaku di
Indonesia (KUHP dan KUHAP).
. Unsur material (perbuatan melawan hukenatikum bih

Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidgaramah)
dalam hukum pidana Islam manakala memenuhi unsimgh. Secara
umum, unsur utama dari suatu jarimah adalah adangar dosa dan atau
salah. Sumber adanya salah dan dosa tidak laialadalanya perbuatan
yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pgtaag terhadap
ketentuan syari'at akan melahirkan kesalahan dasa,ddegitupula
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yataki dalam suatu
negara. Maka dari itu, tindakan yang tidak sesaagdn ketentuan hukum
kemudian lebih dimaknai sebagai tindakan melawakuimu Hal ini
dikarenakan tindakan tersebut telah bertentangagasteketentuan yang
telah ditetapkan oleh suatu hukum.

Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat dikatakagasdhalakan
yang melawan hukum manakala telah ada ketentuarunhulang
mengatur tentang suatu perkara atau berkaitan desgatu tindakan.
Sebab suatu tindakan atau perkara tidak akan dagnggelawan hukum
manakala belum ada ketentuan yang mengatur teptnbgiatan tersebut.
Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalarabsahtu firman-Nya
yakni Q.S. al-Isra’ ayat 15:
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Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengamayaid

(Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk
(keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang
sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kejugian
dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidakaidap
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan
meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Ketentuan dalam syari'at Islam tersebut juga teatlagalam
ketentuan hukum positif internasional. Ketentualaki adanya hukuman
sebelum adanya hukum yang mengatur sebagaimangkdpkan dalam
istilah Latin “Nullum deliktum nulla poena praevia poefigliada delik
tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahigtilah tersebut
juga dikenal sebagai asas legalitas. Maksudnyaaldkgalitas suatu
tindakan ada setelah adanya hukum. Jadi, apabianhsuatu tindakan
atau perkara belum ada ketentuannya, maka suatwagian tidak akan
dianggap melanggar atau melawan hukum sebelumtdikes secara jelas
oleh suatu hukurff

Berbicara mengenai aspek melawan hukum, berdas&etantuan
hukum yang berlaku terkait dengan main hakim sesdlvagaimana telah
dijelaskan di atas, main hakim sendiri dapat dijat&an sebagai
tindakan yang melawan hukum. Bahkan dalam tindakemn hakim

sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan BenNagisor Kecamatan

% Terkait dengan asas legalitas dapat dilihat ddlapo Santosap. cit, him. 10-11.
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Gajahmungkur Kota Semarang terkandung dua tindatlelawan hukum,

yakni:

a. Tindakan melawan hukum yang berhubungan denganntieie
hukum mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidanayrén.

Indicator dari perbuatan melawan hukum pada makinha
sendiri terlihat dari tidak dilaksanakannya ketanthukum yang telah
ada terkait dengan perlakuan terhadap pelaku tipdkna pencurian.
Idealnya, pelaku tindak pidana pencurian yang ngkap diserahkan
kepada pihak yang berwenang. Namun ternyata hdiatungkan dan
warga lebih memilih untuk melakukan main hakim send

Di samping melawan hukum terkait dengan perlakedmatdap
pelaku tindak pidana pencurian, main hakim sernjdga dianggap
melawan hukum terkait dengan proses peradilan ysefgarusnya
dilakukan sebagai upaya pembuktian legalitas tingalana dari
pelaku tindak pidana pemcurian.

b. Tindakan melawan hukum yang berhubungan denganntieie
hukum tentang larangan melakukan aksi penganiayaiam
pembunuhan.

Tindakan melawan hukum ini merupakan akibat daengd
tindakan melawan hukum yang pertama (melawan hukamg
berhubungan dengan perlakuan yang seharusnyaniteleh pelaku
tindak pidana pencurian). Jika dilihat dari perbmayang dilakukan

dalam main hakim sendiri, jelas sekali bahwa pelagaan yang
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menyebabkan luka maupun penganiayaan yang menyaidokban
penghilangan nyawa dilakukan dengan sengaja. Tifidéna yang
disengaja adalah sugarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan
kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengdiahwa
perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengamiarkuSedangkan
tindak pidana jarimah) tidak sengaja adalglarimah dimana pelaku
tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatagydilarang dan
perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalg@kesalahannya).
Dalam konteks kesengajaan menurut hukum pidanan|sla
tindak pidana pembunuhan terbagi ke dalam dua,jgaisni tindak
pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja. Penbkeldiza jenis
pembunuhan ini mencakup niat dan keberadaan aigtdigunakar’
Menurut Sayyid Sabigq, pembunuhan sengaja adalaku sua
pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untenbmnuh

orang lain yang dijamin keselamatannya dengan meva@n alat

27 pembunuhan menyerupai sengaja juga disebut deisgifgh pembunuhan tanpa
sengaja. Pembunuhan tanpa kesengajaan dalam huttanapslam dibedakan menjadi dua, yakni
pembunuhan yang menyerupai sengaja dan pembunwtanakkesalahan. Dalam konteks ini,
penulis akan memaparkan tindakan terdakwa dalanteksnpembunuhan tanpa kesengajaan
dalam hukum pidana Islam. Kedua pembunuhan tanpengajaan pada dasarnya dibedakan dari
niat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Padabpeomhan yang menyerupai sengaja, pelaku
memiliki niat langsung terhadap korban namun bukabuntuk membunuh. Seperti halnya orang
yang berniat untuk menganiaya korban namun nyat&oyaan malah meninggal dunia akibat
penganiayaan tersebut. Sedangkan pada pembunutearakesalahan, pelaku memiliki niat atas
perbuatan yang tidak berkenaan dengan korban ndaama kekeliruannya, malah mengenai
korban dan menyebabkan korban meninggal dunia.rGépénya orang yang berniat menembak
hewan buruan, namun pelurunya nyasar dan mengearaj bingga meninggal dunia. Lihat dalam
Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslamJakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 141-147. Hal i
juga dapat disandarkan pada pendapat Imam Syadilig ymenyebutkan bahwa pembunuhan
menyerupai sengaja adalah pelaku sengaja dalanugtarb namun keliru dalam pembunuhan.
Hakekat keliru dalam pernyataan Imam Syafi'i menyrenulis tidaklah sama dengan pengertian
keliru selain pada jarimah pembunuhan dan pengaarayKeliru pada jarimah pembunuhan dan
penganiayaan diasosiasikan pada aspek menyeruggjae Lihat dalam Ahmad Wardi Muslih,
“Pengantar dan Azas..8p. cit, him. 77-78.
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yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematiffh
Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adaaatu
pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkamgnya nyawa
itu disertai dengan niat untuk membunuh korfran.

Sedangkan pembunuhan yang menyerupai  sengaja
sebagaimana dikutip dalam Abdul Qadir Audah daridag@at ulama
mazhab adalah sebagai berikft:

Menurut aliran Hanafiah, pembunuhan menyerupai &ang
adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja kokkarban
dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda yaing
menyebabkan kematian. Menurut Syafi'iyah, pembunuhanyerupai
sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelakwajgedglam
perbuatan namun keliru dalam pembunuhan. Menurutabitah,
pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja daklakukan
perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pmdibnya tidak akan
mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui &ahw
perbedaan antara pembunuhan sengaja dan menysemggija dalam
pemikiran para tokoh Islam, didasarkan pada seyptg digunakan,
terletak pada kefektifan senjata untuk membunuhtu,Btongkat,

maupun kayu tidak akan dimasukkan ke dalam alatg ydapat

28 sayyid SabigFigh as-Sunnahjuz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, him. 435.
2% Abdul Qadir AudahAl-Tasyri’ al-Jinay al-Islamy Beirut: Daar al-Kitab, t.th., him.

30 Sebagaimana dikutip dalaliid., him. 93-94.
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menyebabkan kematian. Sebaliknya, pisau, pedangunasenjata
tajam lainnya merupakan alat yang dapat menyebakdamatian.

Menurut penulis, sebenarnya batasan yang dibeolan para
ulama mazhab di atas tidak dapat dijadikan sehzakan yang tidak
dapat berubah. Sebab bisa saja ada niat pelakikk umé&mbunuh
dengan menggunakan senjata yang tidak mematikamtoRmoya
adalah seseorang yang memukulkan kayu yang beruksedang
secara sengaja dan terarah ke kepala bagian bglaftangkuk)
sehingga menyebabkan kepala korban pecah dan koneamggal
dunia. Sebaliknya, ada juga pelaku yang tidak gangaembunuh
dengan senjata yang mematikan. Contohnya, seseonafakukan
penyerangan secara membabi buta ke arah punggubgnkdengan
menggunakan pedang yang mengakibatkan luka yarmdx toedgitu
dalam. Namun karena darah yang keluar terlalu baman tidak
segera mendapatkan pertolongan, kemudian korbamguzh dunia
akibat pendaharan.

Menurut penulis, kedua contoh di atas mengindilasiiahwa
tidak selamanya tindakan yang menyebabkan matirggeosang
dengan menggunakan senjata yang mematikan dapdtutlisebagai
pembunuhan yang disengaja dan sebaliknya tidaknselga tindakan
yang menyebabkan matinya seseorang dengan menggusakjata
yang tidak mematikan tidak dapat disebut sebagabpeuhan yang

disengaja. Lokasi pengenaan senjata kiranya perfjadikhn



97

pertimbangan sebagai ukuran dari sengaja atauakstdgajaan dari
suatu tindakan yang mengakibatkan kematian.

Terkait dengan main hakim sendiri yang dilakukagholvarga
yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencuriaringgal dunia,
dilihat dari niat warga dan keadaan yang dialantb&n, menurut
penulis terkandung dua aspek tindakan yakni peagaan dan
pembunuhan. Tindakan penganiayaan terlihat damyadaiat para
warga untuk melakukan pemukulan terhadap pelakdakinpidana
pencurian yang tertangkap tangan. Tindakan iniakarlpada aksi
penganiayaan yang dilakukan warga pada kasus-kgsog tidak
menyebabkan kematian dan kasus sebelum korbankgpeiladak
pidana pencurian) meninggal dunia akibat ditimpa.bimdikator dari
tindakan penganiayaan terlihat pada niat, perbudsantidak adanya
alat yang digunakan selain pukulan. Di sampingatah pukulan yang
tidak mengarah padalu hati dan kekuatan pukulan dari warga yang
bukan petarung (orang yang memiliki ahli pukul mé&museperti
petinju) juga dapat menjadi indikasi tindakan yaitakukan oleh
warga adalah tindakan penganiayaan.

Tindakan pembunuhan yang terkandung dalam mainmhaki
sendiri terlihat pada kematian korban. Ada dua kegkinan dalam
menilai pembunuhan yang dilakukan warga dalam rhakim sendiri,
yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyesepgaja. Jika

dilihat dari keberadaan senjata yang digunakanndatain hakim
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sendiri yang menyebabkan kematian, bukan termasuiata yang
mematikan karena berupa batu. Implikasinya, sdkgii jika dilihat
dari aspek senjata yang digunakan, pembunuhan texjagli pada
main hakim sendiri merupakan pembunuhan yang mapgesengaja
atau pembunuhan yang tidak disengaja.

Akan tetapi jika dirunut secara lebih mendetail, kena
pembunuhan tersebut bukan termasuk pembunuhandatejaja atau
menyerupai sengaja melainkan pembunuhan yang digerldemang
dari jenis senjata bukan termasuk senjata yang mikananamun jika
melihat pada ukuran dan jenis batu yang besar fimelekuran kepala
manusia) dan keras serta didukung dengan lokaghp@ataman batu,
yakni kepala korban maka jelas sekali bahwa telddn @iat untuk
“mematikan” korban. Terlebih lagi, aksi tersebutakiukan setelah
pemukulan dihentikan. Artinya, setelah penganiaybarhenti, niat
warga telah berubah dari penganiayaan menjadi peufiaun.

Jadi, meskipun senjata yang digunakan bukan segmtg
mematikan namun karena letak penjatuhan pada kepalgerbuatan
dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa adanya kegdagmendesak
atau terdesak, dan mengakibatkan kematian korbketils®, maka
tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai peuoffan yang
disengaja.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui batavahakim

sendiri merupakan tindakan yang tidak sesuai demkgsntuan hukum
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yang berlaku. Tindakan melawan hukum yang terkagddmlam main

hakim sendiri merupakan tindakan melawan dua hukang berlaku bagi
umat Islam di Indonesia, yakni hukum Allah (syaritslam) dan hukum

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Disggmikian, karena
dalam lingkup hukum Islam maupun hukum perundardpogan di

Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur petkesgbut. Oleh sebab
itulah, main hakim sendiri dalam aspek perbuatgmatdisebut sebagai
suatu jarimah (tindak pidana) karena terpenuhimguumelawan hukum
yang ada, berlaku dan (dapat) diberlakukan padakpemain hakim

sendiri.

Disandarkan pada jenis jarimah, maka main hakindigeyang
dilakukan oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kedama
Gajahmungkur Kota Semarang adalah jarimah pengaamyyang
disengaja dan pembunuhan yang disengaja di manasakega termasuk
dalam jarimahgishash-diyat
. Pelaku Mahkum ‘alaih

Tidak semua orang yang melakukan tindakan yang vmagla
hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidang gapat dikenakan
hukum. Selain aspek perbuatan, ada syarat yang dgrenuhi dari aspek
diri seseorang. Dari aspek diri, seorang dapabdisgelaku tindak pidana

manakala dirinya memenuhi syarat-syarat berakalkugu umur,
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mempunyai kemampuan bebensn.x@:htap.31 Secara umum, syarat-syarat
tersebut mengarah pada ketentuan mukallaf, yakangoryang telah
memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum sertd tdikkenakan
pertanggungjawaban hukum. Jadi meskipun secaratgyarbuatan telah
terpenuhi namun jika syarat diri dari seorang yamglakukan tindak
pidana tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidgbatl disebut sebagai
pelaku tindak pidana.

Keberadaan syarat perbuatan (tindak pidana) damtsglai yang
harus dipenuhi untuk menjadikan seseorang sebatghptindak pidana
akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa hekim sendiri.
Klasifikasi pelaku tindak pidana dari ketertlibatdalam pelaksanaannya
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pelakgdang dan pelaku
tidak langsung. Substansi pembeda antara pelakgsdag dan tidak
langsung dalam hukum pidana Islam terletak darerkbatannya dalam
suatu tindak pidana. Apabila seseorang bertindtékddn secara langsung
dalam suatu tindak pidana, maka dia dapat disebbagai pelaku
langsung. Namun apabila pelaku tersebut tidak mé&kak secara langsung
suatu tindak pidana, maka pelaku tersebut tidakatdajikategorikan

sebagai pelaku langsung suatu tindak pidana.

31 Haliman,Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wahdah Jakarta: Bulan
Bintang, 1968, him. 67.

%2 pelaku langsung yang kebetulan adalah pelaku yafadk memiliki rencana untuk
melakukan suatu tindak pidantayafug. Contohnya adalah si A dan si B berkelahi di suat
tempat. Tiba-tiba si C — yang memiliki dendam kepaiB — kebetulan lewat di tempat tersebut
dan kemudian ikut memukuli si B hingga meninggahidu Sedangkan pelaku langsung yang
sudah direncanakan adalah pelaku yang mana dal¢akuken tindak pidana telah ditentukan dan
direncanakan terlebih dahultafhald. Meminjam contoh di atas maka dapat diimplemékaas
apabila si A dan si C telah memiliki rencana untedmbunuh si B yang kemudian dilaksanakan
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Jika dilihat dari klasifikasi keterlibatan dalamdak pidana, maka
pelaku yang terlibat dalam main hakim sendiri tdega pelaku tindak
pidana pencurian adalah pelaku langsung. Hal imidikasikan dengan
keterlibatan mereka secara langsung dalam maimhsdamdiri tersebut.

Dalam aspek inisiatif dari adanya tindakan, pelakain hakim
sendiri dapat dikategorikan sebagai pelaku dengiatif sendiri dan
tanpa adanya paksaan orang lain. Orang yang melakskatu tindak
pidana dengan inisiatif sendiri mengindikasikanrg@aniat kesengajaan
yang tidak disertai adanya paksaan maupun dorodganorang lain.
Sedangkan orang yang melakukan suatu tindak pigang dikarenakan
paksaan orang lain, maka pada dasarnya niat médedadapat disebut
sebagai niat yang disengaja melainkan karena teap&agi pelaku tindak
pidana atas inisiatif sendiri akan dikenakan huls@miangkan pada pelaku
tindak pidana yang dipaksa orang lain tidak dikemasanksi hukuman.

Sedangkan dalam tinjauan syarat diri dari pelakwa pelaku main
hakim sendiri sudah memenuhi syarat sebagai seoramgllaf. Seluruh
pelaku, yang beragama Islam, telah mengetahui adadayangan
menganiaya maupun membunuh dalam hukum Islam.rSiélai mereka
juga telah mengetahui ketentuan hukum yang berldkundonesia.
Apabila orang yang melakukan tindak pidana tidakgetahui ketentuan

hukum, maka orang tersebut layak dibebaskan datustya sebagai

hingga menyebabkan meninggalnya si B, maka si Asil&adalah pelaku langsung. Lihat dalam
Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Rédislam Fikih Jinayah™op. cit, him.
67-70.
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pelaku tindak pidana. Namun demikian, unsur-unsamgyterkandung
dalam ketidaktahuan tidaklah sederhana.

Pengertian tidak tahu dalam hukum Islam ketidalkdahgeseorang
tentang hukum suatu perbuatan. Konsekuensi danyadketidaktahuan
adalah tidak adanya beban pertanggungjawaban w@as tndak pidana.
Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekmetahui semata
namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Malksuddalah
apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal duakbwilayah Islam,
maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mehgekarena adanya
kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Segoralapat
dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebak tikengetahui
hukum manakala ia berada di wilayah pedalamanidak pernah bergaul
dengan orang Islam atau seseorang yang baru matark dan baru
tinggal sebentar di wilayah muslith.

Aspek pengetahuan memang sangat penting dalankéindgang
dilakukan oleh manusia. Secara sederhana, antalen#tek dan
pengetahuan harus beriringan dalam konteks istilaigan sengaja. Hal
ini sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno yang makeutkan bahwa
pengetahuan seseorang terhadap sesuatu merupakbdaamwmunculnya
kehendak. Meski demikian, belum tentu pengetahwaselbut sejalan

dengan apa yang dikehendakiﬁi"/aDari sumber yang lain disebutkan

33 Abdul Qadir AudahAl-Tasyri’ al-Jinay al-IslamyBeirut: Daar al-Kitab, t.th., him. 430-
431.
34 Moeljanto,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 1993, him. 172.
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bahwa pengertian sengaja identik dengan perbuatag giniatkan untuk

melakukan perbuatan tersebut dan tidak secaratab&t

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dahain hakim
sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencuriaahtainemenuhi syarat
sebagai tindak pidana. Terpenuhinya unsur-unsuagselindak pidana pada
main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kehama Bendan Ngisor
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara omakdn menjadikan
adanya pertanggungjawaban dari para pelaku yaripaterdi dalamnya.
Karena pada dasarnya, selain faktor terpenuhingarrudari tindak pidana,
main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga jugak memenuhi unsur-
unsur yang dapat menghilangkan pertanggungjawadanurut Abdul Qadir
Audah, pertanggungjawaban dari suatu tindakan @egan maupun
kelompok orang akan hilang manakala dilakukan dendasar sebagai
berikut?®
a. Pembelaan yang sah
b. Pendidikan dan pengajaran
c. Pengobatan
d. Permainan olahraga
e. Hapusnya jaminan keselamatan
f. Penggunaan wewenang dan kewajiban bagi pihak yamgaib.

Implikasi dari terpenuhinya syarat perbuatan padarnakim sendiri

sebagai tindak pidana (jarimah) serta tidak terpgwya syarat hapusnya

% http://www.artikata.com.arti.350142.sengaja.htinkdes pada tanggal 5 Juni 2011.
% Abdul Qadir AudahAl-Tasyri’ al-Jinay al-IslamyBeirut: Daar al-Kitab, t.th., him. 472.
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pertanggungjawaban adalah keharusan adanya prioses gerhadap pelaku
main hakim sendiri. Apabila memperhatikan penjeladiaatas terkait tindak
pidana main hakim sendiri terhadap pelaku tindadapa pencurian, maka
sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelakno hekim sendiri adalah
hukuman gishash atau diyat. Pemberian hukumarisesdaikan dengan jenis
tindak pidana yang dilakukan oleh warga dalam nhaikim sendiri terhadap
pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena niatakibat yang ditimbulkan
dari main hakim sendiri yang menyangkut badan dawa, maka tindakan
tersebut masuk ke dalam kriteria jarimah gishaah diyat.

Pemberlakuan hukuman gqishash-diyat terhadap petakin hakim
sendiri tidak dapat disamaratakan. Walau perbustaebut dilakukan secara
bersama-sama, bukan berarti pemberlakuan hukum gigamaratakan.
Dalam lingkup hukum pidana Islam, hukuman diberikegsuai dengan
tindakan yang diperbuat oleh seseorang. Hal ineepliungkapkan oleh
Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa salah sgawat hukuman
adalah bersifat pribadi atau perorangafpabila dalam aksi massa seluruh
pelaku memiliki niat dan melakukan tindakan yanmaalalam kualitas dan
kuantitas, maka pemberian hukuman yang sama dapetlakukan tetapi
tetap didasarkan pada tanggung jawab tindakangregan.

Pada main hakim sendiri yang menyebabkan kematiaka pelaku
main hakim sendiri yang tidak melakukan tindakamjaieihkan batu ke atas

kepala pelaku pencurian tidak dapat dikenakan hakumishash nyawa.

37 Abdul Qadir Audahat-Tasyri'al-Jinaiy al-Islamiy Juz I, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiy,
t.th., him. 630.
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Hukuman yang diterima oleh mereka sama dengan ypetakn hakim sendiri
yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Sé@@ngukuman yang
diberikan kepada pelaku main hakim sendiri yang yebabkan
meninggalnya korban adalah gishash nyawa.

Akan tetapi, hukuman tersebut dapat berubah. Peambkadar
hukuman yang diberikan kepada pelaku main hakindigetiergantung pada
ada tidaknya maaf dari korban atau keluarga korBaabila maaf diberikan
maka hukuman akan berganti dari gishash menjadit.dBembayaran diyat

(denda) diserahkan kepada korban atau keluargakdgtli waris).



